PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2001
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN
PENGGABUNGAN KELURATIAN

DENGAN RATINIAT TUEAN YANG MAIA ESA
WALIROTA MAGELANG |

Menimhang : a. bahwa dalam rangka menmgkatkan kelancaran  penvelengearaan
pemerntahan dan pembangunan secara berdava cuna dan berhastl
guna dan schagar pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun

L ke

1999 tentang Pemernmtahan Daerah perlu menetapkan Peraturan
Daerah -

b.bahwa untuk meclaksanakun ketentuan pasal 67 avat 6 Undane-

)

undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah perti
menclapkan Peraturan Dacrah tentang Pedoman Pembentukan.
Penghapusan dan Penggabungzan Kelurahan -

Mengingat @ 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Jawa Tenegah dan Jawa Barat -

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentane Pemerintahan

Dacrah ( Lembaran Ncgara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
l.embaran Negara Nomor 3855 5

b, | %o ™ o e ] -...... - i - N - - L]
3 heputusan Presiden Nomor 44 Tshun 1999 tentane  Tehnis
Crsusunat) Peraturan  Perundang-undangan dan pentuk

|

Ian~anan [7 d A1l d o 2 ama . y .
hancanzan Undang-undang. Rancangan Peraturan Pemerintah dan
|

Rancangan Keputusan Preswden ;
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Menetapkan: PELRATURAN DATRAII KOTA MAGELANG TENTANG PLDOMAN

e

4 Peraturan Mentenn Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang
Pencabutan Beberapa Peraturan Mentert Dalam Negern. keputusan
Mentent Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri
mengzenar - Pelaksangan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979
tentang Pemenntahan esa -

Kepulusan Menten Dalum Negen Nomor 63 Tahun 1999 tenlang
Petunjuk  Pelaksanaan  dan  Penvesuaian  Penstilahan  Dalam
Penvelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

6 Keputusan Menternt Dalam Nepernn Nomor 65 Tahun 1999 tentang
. . 1 ' r *
Pedoman Umum Peneaturan mengenal Pembentukan Kelurahan

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKY AT DAERAH KOTA MAGELANG
MEMUTUSKAN :

PEMBECNTUKAN. PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN
KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal |

Dalam Peraturan Daerah i1 vang dimaksud denean -
a. Pemenntah Pusal selanjuinsa dischul Pemerintah adalah Perangkal
Negara Kesatuan Repubhk indonesia vang terdin dar Prc*;rden
bcserta para vienter ;

b. Pemerintah Propinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daersh

Otonom vang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Propinsi

- Dacrah adalah Kota Magclang -

&

d. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah
Otonom vane lain sebagai Badan Fksekutif Daerah -

¢. Walikota adalah Walikota Magelang ;

. Dewan Perwakilan Rakvat Daerah selanjutnva disebut DPRD Kota
Magelang merupakan Badan Legislatif Daerah -

g. Kecamatan ... ..
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g Kecamatan adalah wilayah kerja Camat scbagai perangkat Daerah
Kota Magelang ;

h. Kelurahan adalah wilavah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah
Rota Magclane di bawal Kecamatan -

BADB I

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN
PENGGABUNGAN KELURAIAN
Bagian Perlama
Tuypean dan Wewenang
Pasal 2

(1) Tupman Pembentukan. Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan
adalah untuk  meningkatkan  kegiatan  penvelengearaan
Pemerintahan  sccara  cfcktift dan  efisien  schingga mampu
meningkatkan  pelavanan terhadap masvarakat sesuar dengan
imekat pertkembangan pembaneunan

{2) Pembentukan, Penghapusan  dan  Penggabungan Kelurahan
dilaksunakan dengan Peraturan Daerah atas persetuyuan DPRD.

Bagian Kedua
Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan

Pasal 3

(1) Kelurahan vang jumlah penduduknya melampaur jumiah penduduk
mak simal dan  dengan  pertimbangan-pertimbangan  (ehns
Pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat dimungkinkan
untuk dapat dipccah :

(2) Kelurahan hasil  pemecahan sebagaimana dimaksud avyat (1)
harus memenuhi svarat-svarat baoi terbentuknva suatu Kelurahan ¢

(3) Pcmccahan Kclurahan ditctapkan dengan Peraturan Dacrah.

asal 4

(1) Kelurahan  yang  karena perkembangan keadaan tidak lagi
memenuhr svarat, dimungkinkan untuk dihapus atau digabungkan
dengan kelurahan vang memenuhi svarat ;

(2) Pecmbentukan,  Penghapusan  dan Penggabungan  Kclurahan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
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BAB III
PERSYARATAN PEMBENTUKAN KELLURAHAN
Pasal 5

(1) Kelurahan  dibentuk  dengan memperhatikan  persyaratan  luas
wilavah. jumlah penduduk. potensi dan kondisi sosial budaya
masvarakal serl: memperhabikan laktor-laktor sebagar benkul :

a. Faktor Penduduk, sedikit-dikitnya 2.500 jiwa atau 500 Kepala
Keluargn  dan sebanyak-banyaknya 20.000 jiwa atau  4.000
Kepala Keluarga -

b.Faktor Luas Wilayah, yaitu mampu dijangkau secara efisien
dalam rangka peclavanan masyarakat ;

¢. Faktor letak, komunilasi, transportasi dan jarak dengan pusat
Kegiatan pemerintahan dan pusat-pusat pengembangan :

d. Faktor prasarana: pcrhubungan, pcmasaran, sosial dan prasarana
fisitk pemernintahan ;

¢. I"'aktor sosial budaya dan adat istiadat ;

{. Faktor kehidupan, mata pencaharian utama masyarakat bukan
agraris .

g. Faktor kesennbangan antara luas wilayah dan pelayanan.

2) Kclurahan dibentuk dengan memperhatikan ciri-ciri sifat masvara-
katnya antara lain :

a. Majemuk ;

b. Lebih dinamis ;

¢. Sensitil dun kntis ;

d. Dukungan sosial  ekonominya mayoritas  sudah

. terpengaruh
oleh kehidupan kota,

BAB IV

NAMA, JUMLAH PENDUDUK, LUAS DAN BATAS WILAYAH
SERTA PETA KETLURAHAN

Pasal 6

(1) D1 dalam pembentukan Kelurahan harus disebut nama Kelurahan,

luas wilayah. jumlah penduduk dan batas Wilavah Kelurahan vang
dibentuk

(2) Peta Wilavah Kelurahan vang dibentuk harus tergambar dengan
jelas dan lengkap balas-bualay wilayahnya sesuar dengan ketentuan
vang berlaku.

BAB V .....

Scanned by TapScanner



'Jl

BAB YV

MEKANISME PELAKSANAAN PEMBENTUKAN
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

Pasal 7

(1) Kelurahan vang Kondisi masvarakat dan wilayahnva tidak lagi

memenuhn persyvaratan dapal  dihapus  atau digabung  selelah
diadakan musvawarah kelurahan vang dituangkan dalam
Keputusan Kepala Kelurahan ¢

(2) Pembentukan Pcnghnpu.’:nn dan Penggabungan  Kelurahan
sebacaimany dimaksud dalam DPasal 7 avat (1) diusulkan oleh RT.
RW. LKMD dan Tokoh-tokoh Masyarakat scrta Lurah mclalui

Camat kepada Walikota <ctelah dimusyawarahkan dan dituangkan
dalam Keputusan Kepals Kelurahan ¢

(3) Terhadap usulan sebagaimana dimaksud avat (1) dan (2)

Waltkolzs menindak  Janjui dengun terlebith dahuly mengadakan
penelitian dan pengamatan lupungun ;

(4) Penehtian dan pengamatan lapangan tersebut avat (3) di atas dilak-

sunakan  olch Tim vang di bentuk oleh Walkola  dengan
melibatkan unit terkait secara fungsional :

(5) a. Schelum  dilaksanakannya pembentukan,  penghapusan  dan

penggabungan  kelurahan, kekayaan kelurahan diatur terlebih
dahnlu melalui Musvawarah Kelurahan -

b. Keputusan Musyawarah Kelurahan tersebut diatas mcrupakan
dokumen pelengkap vane tidak terpisahkan dan dokumen usulan
pembentukan. penghapusan dan pengeabungan Kelurahan

(6) Hasil penehtian dan pengamatan lapangan sebagaimana dimaksud
dalam avat (3). apabila teluh memenuh; persvaratun. maka usulun
dimaksud dalam avat (2) oleh Walikota  dimintakan

persetujuan
Peraturan Daerahnya kepada DPRD -

BAB V]
HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KELURAHAN

rasal 8

Kelurahan adalah perangkat Dacral; dibawah Kecama

d tan. mempunyai
hak. wewenang dan kewajiban sebagai berkut -
a. llak Kelurahan :

. Mclaksanakan peraturan perundang-undangan dan Pemenintah,
Pemenntah Propins: dan Pemenntah Daerah.

|
I
4. WVICUYCICTIBRATARAD ... .. ‘
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2. Menvelengparakan tugas-tugas pemenntahan, pembangunan dan
Kemasvarakatan vang dibebankan oleh Pemerintah Daerah.

3. Mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari Pemerintah,
Pemernmtal Propinsy dan Pemermtah Daerah

4. Mengatur tata tertib penvelenggaraan admimmstras1 pemenntahan,

pembangunan dan hemasyvarakalan  sesuan dengan  peraluran

perundang-undangan vane berlalku

Mcngadakan kerjasama dengan Kclurahan lain

‘N

Wewenang Kelurahan -

. Menggerakkan partisipast masyarakat dalam pembangunan
bersama-suma dengan Lembaga Ketahanun Masyarakat Desa
(LKMD) ) i

2 Menetapkan Keputusan Kepala Kelurahan sehagal pelaksanaan
dari Keputusan Musvawarah  Kclurahan sepanjang tidak
bertentangan  dengan kepentingan  umum dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kewanban Kelurahan -

. Melaksanakan tertib administrasi pemierintahan  di  tingkat

Kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangun yang

berlaku.

Mclaksanakan pembinaan terhadap  organisasi  —organisasi

kemasyarakatan yang ada di Kelurahan,

3. Menggali dan memelihara sumber-sumber pendapatan daerah.
kekavaan daerah dan Kelurahan,

4. DBertanggung  jawab  atas jalannya penvelenggaraan
pemermtahan,  pelaksanaan pembangunan  dan [.1¢l;i;in£1alll
masvarakat di Kelurahan vang bersangkutan.

5. Melaksanakan Kepulusan-keputusan Kelurahun sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan vane berlaku )

6. Menvclesatkan  persclisihan vang fterjadi di Kelurahan vang
bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundung_—
undangan yang berlaku.

7. Menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Kelurahan sesuai
denguan kelentuan peraturan perundungun vang berlaku.

8. Menvusun Angearan Penernimaan dan Pengcluaran Keuangan
kelurahan  sesual dengan  ketentuan peraturan pemndn;rg-
undangan vang berlaku.

9. Menvusun program kerja tahunan Kelurahan sebagai dasar
dalam pclaksanaan tugas scsuaj dengan ketentuan _pcraturan
perundang-undangan vang berlaku.

1O, Memberikan  pertangeung Jawaban kepada Walikota melalui
Camat.

!.'~J

BABYH ...,
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BAB VII
PENGATURAN KEKAYAAN KFI1TRAHAN
Pasal 9

(1) Ht:luruh F.t:lu:i_*r:i;lll d:m sumber pt:ndupulan vany nlunjudi lllilil-'.
liumuunluh Desa denwan berubahnva  status  Desa  menjadi

. ’"‘:L‘I”Tﬁhﬂﬂ diserahkan dan menjadi mihk Pemenntah Daerah ¢

(2) Kekavaan dan sumber-cumber pendapatan scbagaimana dimaksud
dalam avat (1) dikelola melalui Angearan Pendapatan dan Belanja
Dacrah  untuk  Kelurahan vang  bersangkutan  dengan
Mmemperhatikan kepentingan Kelurahan lain.

BARB VIII
PENGATURAN PERSONIL
Pasal 10

(1) Semua Pegawai Negeri Sipil vang diperbantukan atau dipekenakan
di Kelurahan berada dibawah pembmaan Walikota,

(2) Prosedur mengenar penzangkatan, pemindahan. pembernennan.
penclapan . pensiun. - gap lungangan,  kescjahicraan.  hak  dan
1-:01'.':1‘1+|hnn serta kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil ditetapkan
scsual dengan peraturan perundang-undangan vane berlaku,

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

(1) Permasalahan admuustiasi, persoml dan hal-hal lain vang timbul
akibat dan pembentukan,  penghapusan  dan pubngg:ahunann
kelurahan diatur lebih lanjut oleh Walikota sesuai denoan pr::rmuuran
perundang-undangan vang berlakuy - .-

(2) Struktur Orgamsas: dan lata Kena Kelurahan vang berhubunzan
dengan tugas pokok dan Tungsinva diatur dengan Peraturan Daerah
tersendir
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Pasal 12

(1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, nama, batas dan luas
Wilavah Kelurahan yang ada dinvatakan tetap berlaku ;

(2) Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah
ini, scluruh Instruksi, Pctunjuk atan Pcdoman yvang ada atau yang
diadakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah jika tidak
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BADB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetzhuinya, memenntahkan

pengundangan Peraturan Daerah im dengan pencmpatannya  dalam
Lembaran Daerah Kota Magelang.

Disahkan di Magelang
pada tanggal 28 Mer 2001
WALIKOTA MAGELANG

it

II. FAIIRIYANTO

Mundangkan di Magclang
pada tangpal 1 Jam 2001

LEMBARAN BAERAH ROTA MAGELANG
TAHUN 2001 NOMOR 42
SR D NOMOR 30
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PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAII KOTA MAGELANG

NOMOR 3 pAHUN 2001
T ENT ANG

PEDONMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN
PENGGABUNGAN KELURAHAN

[. PENJELASAN UMUM

l. Pembangunan Dacrah bukanlah merupakan tanggung jawab Peme rintah saja
akan ictapi juga merupakan tanggung jawab masvarakat. oleh karena itu
Peratwan Dacrab i juga harus mampu mendorong untuk memberdavaban
masrarakat,  menumbuhkan  prakarsa dan kieaufitas  masvarakat,
memnghatkan peran serfs masvarakai.

r.J

Lembaga swadava masyvarakat vang telah ada di Kelurahan-kelurahan yaitu
R1. RW dan LKMD atau dengan nama laimn vang lebih sesuar dengan budava
dacrah  vang sclama o lelah ada dan mampu menunjukkan  peranannyva
perlu dipertahankan.

T d

Il embaga-lembaga RT, RW dan LKMI) secara nyvata memang sangal
diburthkan oleh masvarakat oleh karena itu Perda sm harus mampu pula
memberikan landasan vang koat untuk mengembangkan peranan dan funosi
icmbaga swadaya masyarakat terscbut.

-

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, peningkatan partisipast masvarakat
dalam pembancunan dacrah dan  peninekatan peranan dan tunest | KMD.
Peraturan Dacrah i juga harus menghormain adat isiiadat dan asal-usul vane

tumbuh dan berkembang di lmgkunzan masvarakat pada masing-masine
Kelurahan,  Adat stiadat dan asal usul tersebut telah ada. tumbuh dan
ocrkembang bersama-sama dengan tumbuh dan berkembangnva masvarakat

fersebul dan zaman ke zaman.
H PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 s/d 7 - Cukup jelas

Pasal 8 huruf cangka7 : Yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan
Tahunan Kelurahan adalah meliputi - -
by Kencane - wselan pembangunan vang dibiavai
oleh remenntah. Pemenutah Propinst,
Pemenntah Duaerah dan Sy adava Masvarakal

2) Rencana ... ..
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2) Rencana / usulan pembangunan vang ditang.ﬂni‘
oleh Pemermtah, Pemerimtah Propinsi
Pemerintah Dacrah dan swadaya masyarakat
secara bersama-sama.

anpgka 8 © Yang dimaksud  dengan  pengeluaran keuanyan
Kelurahan adalah :
1) Penecluaran rutin |
2) Pengeluaran  pembangunan  yang meliputi
swadava / gotong royong / sumbangan dan
masvarakat dan gabungan antara swadaya /
votong royong  sumbangan dan masyarakal
dengan Pemenntah, Pemerintah Propinsi dan
Pemenntah Daerah.

Pasal 9 avat (1) - Pengurusan.  pengelolaan,  pengawasan  seria
pengendalian scluruh kekayaan dan sumber-sumber
pendapatan sebagaimana dimaksud avat in1 akan
diatur dengan Peraturan Daerah tersendirn.

ayul (2) - Yang dimuaksud dengan memperhabkan
kepentingan Kelurahan lain adalah dalam rangka
pemcrataan pendapatan kepada Kclurahan lain vang
tidak mempunyai tanah eks bengkok.

Pasal 10 sid 13 . Cukup jelas.
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